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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BKPSDM Kota 

Yogyakarta dalam menangani perceraian PNS, kendala dalam menangani 

perceraian dan upaya dalam mencegah perceraian PNS di Kota Yogyakarta. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang berfokus 

pada fakta sosial. Perolehan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan 

responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. 

Berdasarkan data dari hasil penelitian, peran BKPSDM Kota Yogyakarta dalam 

melakukan mediasi belum terlalu efektif dalam menekan tingkat perceraian PNS di 

Kota Yogyakarta, dikarenakan terjadi kendala dalam melakukan mediasi 

diantaranya pasangan tidak mau dipertemukan, jarak antara kedua pasangan, 

keterbukaan pasangan dan kerelaan pasangan untuk dibina, namun di sisi lain 

BKPSDM Kota Yogyakarta berhasil dalam menertibkan administrasi apabila 

terdapat PNS yang melakukan perceraian, sehingga pada tahun 2020 hingga 2023 

BKPSDM Kota Yogyakarta tidak menemukan pelanggaran PNS yang tidak 

menyertakan izin dari pejabat. 

Kata kunci: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

Perceraian, Pegawai Negeri Sipil 
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ABSTRACT 

This research aims to find out the role of BKPSDM Yogyakarta City in handling 

civil servant divorce, the obstacles in handling divorce and efforts to prevent civil 

servant divorce in Yogyakarta City. The research method used is an empirical legal 

research method that focuses on social facts. Data collection was carried out by 

conducting interviews with respondents. The data analysis method used is 

qualitative analysis. Based on data from research results, the role of BKPSDM 

Yogyakarta City in carrying out mediation has not been very effective in reducing 

the divorce rate of civil servants in Yogyakarta City, because there are obstacles in 

carrying out mediation including couples not wanting to meet, the distance between 

the two partners, the partner's openness and the partner's willingness to be 

coached, However, on the other hand, the Yogyakarta City BKPSDM was 

successful in bringing order to administration if there were civil servants who 

divorced, so that from 2020 to 2023, the Yogyakarta City BKPSDM did not find any 

violations by civil servants who did not include permission from officials.  

Keywords: BKPSDM, Divorce, Civil Servants 
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